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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Peran Pengawasan Dan 

Penegakan Hukum 

Keimigrasian Republik Indonesia” ini telah selesai di susun dan berhasil 
diterbitkan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan 

lingkungan sekitar untuk dapat bertahan dan berkembang.  Proses adaptasi 

dilakukan manusia untuk terus menjalankan kehidupan sosialnya, termasuk 

beradaptasi dengan lokasi baru.  Perpindahan lokasi mencakup perpindahan 

antar wilayah, antarnegara, ataupun perpindahan antarpulau.  Istilah untuk 

aktivitas perpindahan wilayah atau lokasi ini lebih dikenal sebagai migrasi, 

imigrasi, emigrasi, serta transmigrasi. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk, yakni faktor 

politik di suatu wilayah atau negara, faktor keamanan dalam satu wilayah 

atau negara, faktor bencana alam, faktor ekonomi, faktor pendidikan serta 

faktor sosial budaya. 

Secara umum, perpindahan WNA yang datang ke Indonesia dengan 

tujuan untuk menetap bisa dimaksudkan dengan Imigrasi. Hal itu dikarenakan 

imigrasi memiliki arti pindahnya penduduk negara lain ke negara tertentu 

dengan tujuan untuk menetap. Proses imigrasi adalah tanggung jawab 

lembaga keimigrasian bila terjadi pada penduduk dalam setiap negara atau 

wilayah. Fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu 

melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu 

negara.  

Faktor-faktor penarik (pull factor) yang mendorong terjadinya imigrasi 

diantaranya 1. Adanya kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang 

cocok. 2. Adanya kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, 3. 

Adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, 4. Karena 

keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, 

perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya, 5. Adanya 

tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung, dan 6. Adanya 

aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan 

sebagai daya tarik bagi orang -orang dari desa atau kota kecil. 
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Orang yang melakukan imigrasi ke negara lain disebut dengan imigran. 

Dalam hal ini, turis, rombongan olahraga dan seni, diplomat, dan pekerja 

asing, tidak termasuk dalam kategori imigran karena hanya sementara di 

negara yang dituju. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
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A. PENDAHULUAN 

Di era sekarang, kegiatan lalu lintas keluar masuk wilayah negara sudah 

menjadi hal yang lumrah. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang sudah 

terpengaruh oleh budaya luar, mulai dari faktor ekonomi, budaya, hingga 

gaya hidup ataupun daya tarik wisatanya yang menjadi pendukung kegiatan 

lalu lintas keluar masuk wilayah negara. Kegiatan lalu lintas keluar masuk 

wilayah negara itulah yang kemudian disebut dengan keimigrasian, seperti 

disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011,  

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar 

Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya 

kedaulatan negara.”. 1 
Adapun asas kebijakan selektif yang digunakan oleh Direktorat Jenderal 

Imigrasi, seperti yang telah disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi,  

 
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5216). 
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16 | Peran Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Republik Indonesia 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Buku 

Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Cetakan I. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.  

Abdul Khahim, Dasar-Dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan ke IV. 

PT Citra Aditya Bakti, 2014.  

Agung Sampurno, Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan, Jakarta: Direktorat 

Jenderal Imigrasi, 2007 

Euginia Liliwati Muljono, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Keimigrasian, Jakarta: Harvarindo, 2006. 

Hadi Setia Tunggal, Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal 2010, 

Jakarta: Harvarindo, 2010. 

M. Stumorang, Viktor dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat 

dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994. 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Amandemen) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan dan Pelatihan 

Tenaga Kerja Pendamping  

Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis 

Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin 

Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta 

Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal  

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis 

tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM 

berlaku pada tanggal 03 Juli 2014. 

 

  



 

 

 

 
 

OPTIMALISASI TIM PENGAWASAN ORANG 

ASING DALAM PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PUBLIK TERHADAP TENAGA 

KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA 

 
Raden Bayan Dipa Koesoemadilaga 

NRT. 2019.1768.1.01 

Taruna Madya Politeknik Imigrasi 

  

A. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya 

hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya telah 

mempermudah pergerakan warga negara asing dan TKA untuk dapat tinggal 

di tanah air. Hal ini tercermin misalnya dari adanya modal asing yang semakin 

meningkat sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja asing di wilayah Indonesia. 

Mengingat mobilitas penduduk dunia yang semakin meningkat tentunya akan 

memunculkan berbagai dampak positif ataupun negatif bagi kepentingan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era pembangunan nasional 

seperti sekarang ini, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting 

dan berperan sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembukaan Undang-

Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyatakan kalau perlindungan 

pekerja ditujukan untuk memberikan peluang dan juga jaminan pada hak-hak 

dasar pekerja dan serta perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan 

dalam segala hal untuk kepentingan Tenaga Kerja dan keluarganya untuk 

mencapai perkembangan. 
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A. PENDAHULUAN 

Letak geografis Indonesia yang strategis dan merupakan negara 

kepulauan menjadi target kejahatan penyelundupan manusia. Tingginya 

angka kemiskinan merupakan salah satu factor peluang untuk terjadinya 

kejahatan transnasional khususnya penyelundupan manusia dan 

perdagangan orang. Selain angka kemiskinan yang meningkat, sedikitnya 

lapangan pekerjaan yang tersedia menjadikan banyaknya Warga Negara 

Indonesia bermigrasi ke negara lain dengan harapan mendapatkan 

penghidupan yang lebih baik dari aspek ekonomi. Perbandingan angka upah 

gaji yang diberikan negara Indonesia kepada para pekerja lebih kecil 

dibandingkan dengan negara lain. Hal ini mengakibatkan derasnya arus lalu 

lintas internasional orang-orang yang bermigrasi. Orang-orang yang 

bermigrasi ke berbagai negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 

Adanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan atau 

pendapatan yang lebih besar. Tingkat gaji atau upah yang diperoleh di desa 

belum dapat menjamin kesejahteraan migran dan keluarganya. Bermigrasi 

berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas negara 

mailto:beningayu563@gmail.com
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A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan 

perairan karena wilayah daratannya lebih sederhana dibandingkan wilayah 

lautannya. Indonesia juga termasuk sebagai negara dengan lautan terluas di 

dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1.905.678 km2 

serta memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Indonesia terletak di 

garis khatulistiwa dan dikenang karena kawasan Asia Tenggara, diapit oleh 

dua daratan, Asia dan Australia serta dua laut, Pasifik dan Hindia. 66% 

wilayah Indonesia adalah laut, batas laut Indonesia dibatasi oleh sepuluh 

negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik 

Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sehingga negara Indonesia 

berkewajiban untuk mengarahkan keluar masuknya kapal asing atau ahli 

asing yang akan menyelesaikan latihan di dalam wilayah Indonesia  

Dengan wilayah Indonesia yang strategis tersebut, juga terdapat kesulitan 

yang luar biasa dalam mendapatkan wilayah lautannya, terutama bagi 

munculnya orang luar yang masuk ke perairan Indonesia, yang dampaknya 

adalah lemahnya perbuatan salah, termasuk peredaran narkoba, eksploitasi 

ilegal dan orang luar yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah. Oleh 
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A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan geografisnya Indonesia adalah negara kepulauan yang 

memiliki banyak pulau dengan berbatas dengan negara lain. Letak Indonesia 

yang sangat strategis dimana diapit oleh dua Samudra yaitu Samudra Pasifik 

dan Samudra Hindia, dua benua yaitu Benua Asia dan benua Australia serta 

berada di jalur perdagangan internasional menyebabkan letak Indonesia 

sangat strategis. Dikarenakan letak Indonesia yang strategis menyebabkan 

lalu lintas orang asing begitu ramai terutama di perbatasan Indonesia dengan 

negara lain baik melalui jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Dikeranakan 

luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pulau-pulau memiliki potensi 

kurang maksimalnya pengawasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah 

Indonesia terutama di daerah perbatasan. Semakin berkembangnya era 

globalisasi dari masa ke masa menyebabkan pintu-pintu diperbatasan antar 

negara semakin meluas. Dengan begitu maka akan menimbulkan ancaman 

dan tindak kejahatan yang timbul dari semakin luasnya pintu-pintu 

perbatasan tersebut. 
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A. PENDAHULUAN 

Kebijakan bebas visa kunjungan diputuskan dengan tujuan untuk 

meningkatkan perekonomian negara dalam bidang pariwisata. Kebijakan 

bebas visa kunjungan tercantum pada Peraturan Presiden Nomer 21 Tahun 

2016 Tentang Bebas Visa. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa orang 

asing penerima bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa 

kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia. Penerima bebas visa 

kunjungan diberikan terhadap orang asing yang berasal dari negara tertentu, 

pemerintah wilayah administrasi khusus, dan entisitas tertentu. Selain untuk 

meningkatkan perekonomian negara melalui sektor pariwisata, pemerintah 

membuat kebijakan bebas visa sebagai salah satu alat birokrasi dalam 

meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain. 

Dengan adanya pembebasan visa kunjungan maka orang asing yang akan 

mengunjungi Indonesia mendapatkan kemudahan dan keuntungan sehingga 

semakin banyak orang asing yang mengunjungi Indonesia. Semakin tingginya 

jumlah orang asing yang datang ke wilayah Indonesia membuat devisa negara 

meningkat pesat. Selain sektor pariwisata, pemberlakuan bebas visa juga 

berpengaruh pada sektor lainnya seperti sektor produksi dan jasa. 

Pemberlakuan bebas visa meningkatkan arus lalu lintas, jasa, dan orang baik 
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A. PENDAHULUAN  

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan untuk keseluruhan negara 

dimana untuk menangani itu dengan baik, negara memerlukan akan berbagai 

kebijakan yang menyesuaikan akan permasalahan Covid-19 tersebut. Covid-

19 memberikan begitu banyak kematian di berbagai negara, tidak terkecuali 

bagi Indonesia. Dengan itu pemerintah Indonesia sangat berusaha untuk 

meminimalisir terhadap korban dari Covid-19 cara yang di lakukan 

merupakan dengan membatasi pergerakan dan kegiatan masyarakat di satu 

tempat ke tempat lainnya66, dengan itu lahir kebijakan-kebijakan yang di 

usahakan untuk membatasi hal-hal tersebut. Dalam rangka membatasi akan 

pergerakan dan kegiatan dari masyarakat, pihak imigrasi memiliki kontribusi 

yang cukup banyak dalam hal ni, dimana untuk menanggulangi angka Covid-

19 untuk tidak semakin meningkat, tidak hanya masyarakat dalam negeri, 

namun juga warga asing yang berkaitan dengan kegiatannya di wilayah 

Indonesia. Perlu adanya pengawasan keimigrasian berkaitan dengan masuk 

dan keluarnya dari wilayah Indonesia.  

 
66 D, Sanur, “Wacana Kebijakan Lockdown Dalam Menghadapi Covid-19 Di 

Indonesia,” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 12 No. 6 (2020): 25–30. 
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A. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang letaknya dilewati 

samudra Pasifik dan Indonesia, juga dengan benua Asia dan Australia. Hal 

tersebut memperlihatkan jika Indonesia menjadi akses silang untuk pelayaran 

dan berdagang. Indonesia juga menjadi kemajuan hukum yang tak lepas dari 

hukum pengaturan WNA yang masuk ke Indonesia, juga akan menjelaskan 

WNI yang pergi dari Indonesia. 

Fleksibilitas lalu lintas individu mulai dari satu negara kemudian ke negara 

berikutnya akhir-akhir ini semakin padat, dan lalu lintas orang luar ke 

Indonesia bukanlah hal yang istimewa, karena jalurnya sangat penting. 

Negara subur yang kaya akan bahan mentah untuk cita rasa dan kekayaan 

alam yang melimpah yang memiliki nilai finansial adalah daya tarik mendasar 

dan membuat banyak orang luar datang ke Indonesia dalam jumlah besar, 

baik untuk hidup dan menghasilkan uang, atau pada akhirnya mendapatkan 

kenyamanan Indonesia. Selain itu, ada beberapa faktor yang membuat orang 

luar pindah ke Indonesia, dengan alasan bahwa Negara Indonesia memiliki 

kekayaan alam yang sangat melimpah, Indonesia juga memiliki daerah-

daerah yang memiliki pemandangan alam yang indah, tidak terlalu dimiliki 
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A. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia dikenal dengan keanekaragaman agama, suku, budaya 

dan keindahan alamnya. Hal ini menjadi daya tarik Warga Negara Asing 

menghabiskan waktu liburan di Indonesia untuk menikmati masa wisatanya 

dan tidak terlepas dari hal itu saja, negara juga harus selalu berhati-hati 

terhadap segala bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan 

negara yang dilakukan oleh Orang Asing ketika berada di wilayah Indonesia. 

Sebagai bentuk upaya pencegahan penyimpangan oleh orang asing yang ada 

di Indonesia dibutuhkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

melalui Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengatur maupun mengawasi 

tindakan warga negara yang berada di Indonesia. Peranan Direktorat Jenderal 

Imigrasi yang disingkat sebagai Ditjenim kini kedudukannya semakin penting 

terhadap pengawasan Warga Negara Asing, dikarenakan tingginya angka 

kriminal internasional maupun tindak pidana transnasional seperti 
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